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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah‘-mZQHtﬁm\aﬂ% o

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Noror 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
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- BABT
KETENTUAN UMUM -

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dzmaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kalimarntan Barat: : SRR S

2. Pemerintah Daerah adalah @ Gubernur sebagax unsur penyelenggaraa__
Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaan urusan pemermtahan yr:mgi
menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Baratf, SRRET :

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. - i

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubamm dan Dewan Pezwahlan:

Rakyat Daerah dalam penyelenggazaan umsa,n pemenntahan -'yaﬁg i
kewenangan Daerah.

5. Bantuan Hukum adalah Jasa I-Iukum yang dlbeukem oleh Pemben Bantuan-;
Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima: Bantuan Hukum e

6. Standar Layanan Bantuan Hukum  adalah tolok uhur f' an
sebaga1 pedoman dalam pembeman iayanan Bantuan' akun

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Iqukuni téiu

kemasyarakatan vang memberi layanan Bantuan Huknm berdasarkan:
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ' :

mengembangkan keh:dupan yang Bermar tabat d1 Provmsl Kahma.ntan Barat
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu dlselesazkan A
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yarag dﬂal«:ukan

galur peng&dﬂan untuk menyelesalkannya o

Pemerintah Daerah untuk membzayai peiaksanaan Bantuanzi—lukum o
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan' B

Hukum kepada Pemberi Bantuan' Hukum yang lulus verifika '
yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asas1 Manu31 4

Belanja Daerah Provinsi Kahmaman Earat

. Pasal 2 -

pemberian sanksl admzmstratif c'ialam Penyelenggaraan Ba'
Daerah

Penyeienggara Bantuan Eukum, ‘Pemberi Bantuan Huk
Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Banman Hukum
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Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: :
a. mekanisme penentuan dan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum,
b. mekanisme penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

c. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB 11 o
MEKANISME PENENTUAN DAN PELAKSANAAN - -
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhz standar Bantuan Hukum :ﬁ_ﬁ '

dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara’ 11t1gasz : S
(3) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada’ ayat (2) dﬂaksmaakan-’ SO

dalam penanganan perkara: &

a. Pidana;

b. Perdata; dan

c. Tata Usaha Negara. TR [F RS R
(4) Standar Bantuan Hukum dalam penanganan pe1kara sebagalmaria dzmaksud_---_i-j.-;--}-

pada ayat {3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Huk‘umi_' o
yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asas1 Manusm sesuaz:-' e
ketentuan peraturan pemndang~undangan _ Sl

Pasal 6

{1} Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi. dilakukan oieh Advokat yang-;_-- L
berstatus sebagai pengurus Pemberi Banfuan Hukum dan/ a‘cau terdaftar padaf_-_f'_-
Pemberi Bantuan Hukum. e}

(2) Dalam pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapa‘t merekrut'f S
Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum. _ e

(3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekmtan sebagalmana dlmaksud e
pada ayat (2}, wajib memberikan surat perintah tugas- pembaﬂtuan Pembeman e
Bantuan Hukum dari direktur atau ketua Pemberx Bantuan Hukum terhadap:
hasil rekrutmen. i

(4} Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal Dosen, dan/atau Mahaszswa}z: L

Fakultas Hukum dilakukan sesuai dengan: ketentuan peraturan pel undang{:’if:
undangan. _ : >

Pasal 7

Persyaratan untuk Advokat yang memberikan Bantuan Hukum, terd;rz atas
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakredﬁasa
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.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktin 'atas-'_ I
pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat Leterzmgan dari or gamsasz_ =

induk; dan

. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar anggaran SR
rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan deﬂgan surat;'-_.': SRR

pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk paralegal yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas |

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;

b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pembem Bantuan

Hukum yang sama; dan :
c. telah mengikuti pelatihan Paralegal dengan bukti Sertifikat Paralegal yaﬂg

diselenggarakan oleh:

1. Pemberi Bantuan Hukum;

2. perguruan tinggi; S i

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantua;:l Hukum atau

4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di Bidarng Hukum:

{2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tunduk dan . zﬁétuh

terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal’ yang dlbuat o},eh'-_ ) _:":

Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar.

Pasal O

Persyaratan untuk Dosen yang memberikan Bantuan Hukum, terdm atas:_ Tt

a.
b.

C.

d.

Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang membenkan Bantuaﬁ '_ e

terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;

memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pembem Banman

Hukum yang sama;
berijazah paling rendah sarjana ilmu hukum; dan
sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukuwm.

Pasal 10

Hukum, terdiri atas:

a.
b.

C.

terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;

memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pembem Bamuanf e

Hukum yang sama;

merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda

mahasiswa yang masih berlaku;

.telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/ atau'f g
hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotok:om transkup nilai- o

yang telah dilegalisasi; dan

. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan seztzfika‘t pelauhan_:}éll-'. -

paralegal yang diselenggarakan oleh:

1. Pemberi Bantuan Hukum;

2. perguruan tinggi;

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum:
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Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 11

Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan
Hukum kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yvang membidangi Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir.
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak
mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis,
permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Perangkat
Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Setelah dicatat dan dibacakan di hadapan Pemohon Bantuan Hukum,
permohonan Bantuan Hulkum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hulum.
Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan -
b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum
Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat
(2}, harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara la,ngsung kepada.
Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasz Manusaa pada harl' -
dan jam kerja.
Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, temantum §
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tldak terpzsahkan da:m- _
Peraturan Gubernur ini. : '

Pasal 12

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 139&*113 f

melampirkan: : T

a. fotocopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yvang dll{eiuarkan oleh’- 5
instansi yang berwenang; R

b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat: 'yang
berwenang, sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan cleh keluarga atau kuasanya

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan mzskzri T T
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohorl Bantuan Hukum ciapat_i TR

melampirkan:

. kartu jaminan kesehatan masyarakat;

. kartu bantuan langsung tunai;

kartu keluarga sejahtera;

. kartu beras miskin,;

kartu indonesia pintar;

kartu indonesia sehat;

. kartu perlindungan sosial;

. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemermtah lamnya atau S

i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. . ' _

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapa‘t bempa sura‘t ;

keterangan dari: -

a. kepala kepolisian atau penyidik vang memeriksa dan 1ner1y1d11<: perkara orqng :
miskin pada tahap penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemer 1ksaax1 -
dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada itahap penyidikan atau
penuntutan;
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c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan I-Iukum adalah' o

tahanan miskin;

d. kepala lembaga permasyarakatan, jika Penerima Bamuan Hukum adalah.é B

narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang mememksa perkara erane' o S

miskin.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manus1a memeuks& - Gy
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 3 .
(tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum’ bagl RS

masyaralat miskin.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manus1a dalam‘

Bagian Keempat
Verifikasi Kelengkapan Permohonan

Pasal 13

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagmmana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, harus membenkan Jawaban' R
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. : L
Pemberian jawaban menerima atau menolak permohm‘aan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], dilakukan setelah proses verifikasi. :
Verifikasi sebagalmana

mendengarkan uraian dan menganalisa dokumen yang d1ber1kan Pemohon

Bantuan Hukum.

dimaksud pada  ayat

(ORS

dmum

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dz—m Hak Asa81

dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang. membldang Hukum dan Hak _: o
Asasi Manusia menentukan Pemberi Bantuan I-Iulmm dengan memperhatzkan-_f L

Pasal 14 : : G
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima sebagannana dunakgud“"-

permohonan dari Pemohon Bantuan Hulum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum telah menentukan Pembem Bantuaﬁ- :3 :
Hukum, maka Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasx.;;--_;{;,_:'-
Manusia dalam menentukan Pemberi Bantuan Hukum harus memperhatlka:a =

permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak menenmkan Pemben Baﬂtuan

Hukum atau menentukan lembaga vang akan membemkan Bantuan Hul«::um_}_?“ B
namun tidak memenuhi persyaratan atau tidak memungkinkan sebagai
Pemberi Bantuan Hukum, maka Perangkat Daerah yang membidangi- Hukumf'@ i
dan Hak Asasi Manusia menentukan lembaga/organisasi Bantuan’ Hukum yangi-.;_'__

dengam'ﬁ o

Manus,,la_ e
memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin
dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah me}akukari anahsai Gl
sebagaimana dimaksud pada ayat {4). : R

akan memberikan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan: Hukum i

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan’ ayét (3) o

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum berdasa.rkaﬁ.-

surat kuasa khusus dari Pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimaua dzmaksud dalam .f"_:['
Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi: Huk‘um dan Ha};{ Agasz-;;_:’ i
Manusia memberikan alasan penolakan secara tertulis.’ 3 e

Pasal 15
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(2)

(3)

(4)

Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. tidak sesuai dengan tujuan Pemberian Bantuan Hulkum; R
b. tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Pemez intahan Daerah
dan/atau ;
c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dampada b1aya :
penyelesaian perkara. :
Dalam hal Perangkat Daerah yvang membidangi Hukum dan Hak Asasi Maxauma
menolak permohonan, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan §
keberatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asam 5
Manusia. :
Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusza !
memfasilitasi/mengkaji keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

menyampaikan hasilnya kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam jangka- s

walctu 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 16

Lembaga /organisasi yang ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajib
mengisi permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur

melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan . Hak Asa31 Manusm i

sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dxmaksud pada ayai (1)
dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dana Bantuan Hukum yang ISR

mernuat:

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;

b. identitas Penerima Bantuan Hukum;

¢. jenis Bantuan Hukum yvang diberikan; dan
d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.

Format formulir permohonan ‘dana Bantuan Hukum sebagazmana dlmaksud S

pada ayat (2}, tercantum dalam Lamplran Il yang mempakan baglan i:1dak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. :

Pasgal 17

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hule;um untuk 1 (satu).

perkara kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan kepada Pera.ngkat Daerah yang e
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila Bantuan Hukum y’a‘ng '

diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum

BAB Il
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN HUT{{UM R

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum ngs{m .ée.suéﬁ B
ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Baﬂwan Hukum dan'-f S

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dli:andatangam oleh Sekretarzs' o

Daerah dan Direktur/Ketua Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Format Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimans dﬁnaksud pada'f s
ayat (1) tercantum dalam Lamplran I yang imerupakan - bagzan tldai{ ERE.

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(1)

(2)

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencawan dana kepada-‘_- Ll
Gubernur melalui Perangkat Daerah yvang membidangi Hukum dan’ Ha_k Asasz L

Manusia. -
Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan teriuhs bahwa "buk'i:l 5

pendukung yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum' »n

dan Hak Asasi Manusia dinyatakan benar dan sah menurut keienman |
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia wajlb 5

memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (hma) hari. kezja'-_f. S
terhitung sejak tanggal permohonan pencairan dana Bantuan: Hukum diterima. -
Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Perangkat Daerah yang = .
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan jawaban, =

permohonan percairan dana Pemberian Bantuan Hukum dianggap dzsetujul
Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan dana. sebagazmana 5
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan meialuz __ '
a. penyampaian langsung; Sl
b. pos;

c. faximilie; dan/atau

d. surat elektronik lainnya.

Pasal 20

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pember:e Bantuan-._}; ' :_'::'j
Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses . ‘beracara dan o
Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang dlsertm dengan buktz EEREE o

pendukung. .
Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdm -atas: :
a. bukti penanganan perkara; ' FR
b. kuitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
d. dokumentasi.

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pacla ayai (2) huruf a;
untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana dzsesuazkan de13gan__;i; S

tahapan pemeriksaan meliputi:

a. Tahap penyidikan, dengan melampirkan pahng sedikit:
. surat permohonan;

. surat kuasa;

. surat pernyataan;

. surat panggilan;

U’l-b@{\)i-—*

dan

6. putusan praperadilan, jika ada,

b. Tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan melampzrkan;_f._f' 3-_;_:_- o

paling sedikit:
. surat kuasa,;
. surat dal{waam

-surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada; - - .
. eksepsi, apabila disampaikan secara tertulis dalam per&dangan?

. pledoi;

.replik, apabila disampaikan secara tertulis dalam perszdangaﬂ,

. duplik, apabila dzsampalkan secara tertulis dala:m pe1 Szdaﬁgan

9. jadwal sidang; dan

10. salinan putusan persidangan atau petikan putusan peng&dﬂan

0~ Ut b Wb e
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.surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentlaﬂ penyzdlkan il

. surat penetapan pengadilan (penunjukan majelis haklm) Jika ada’ N




c. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding,. dengan me’iampn kan E
paling sedikit: :
1. akta bandmg,
2. memori banding atau kontra memori banding; dan -
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat bandmg

d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan meiampzrkan "
1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tmgkat Icasasa
e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:

1. Surat pemlmtaem/permohenaﬁ peninjauan kembali - (PK]' kepada' '_

pengadilan tingkat pertama;

2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang me:ayatakan pumsan sudah.._- L s

berkekuatan hukum tetap;

3. Memori peninjauan kembali (PK) dalam hal perkara: dﬂanjutkm‘l ke proses .

upaya hukum luar biasa; dan
4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).-

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | hurufa; untuk:_.__;':’:__3--5._.::; s

tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perda’ca mehputl

a. Tahapan gugatan, dengan melampirkan paling sedikit: :

. surat permohonan;

. surat kuasa;

. surat pernyataan;

. surat gugatan/jawaban gugatan;

. registrasi perkara dengan nomor register; dan

. surat panggilan. - - 2

b. Tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampifkan paimg
sedikit:
1. jadwal sidang;

. surat kuasa;

. somasi;

. tawaran mediasi atau jawaban;

. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;

. eksepsi atau replik;

. kesimpulan; dan

. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. |

c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding, melampukan paimg u@dlkﬁl
1. akta bandmg,

O\UT-J&{JJD\DH
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2. memori banding atau Kontra memori bandmg,. dalam hal perl{ara_:;

dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan tingkat banding.

d. Tahapan putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melamp:lrkén palmg
sedikit: '

1. akta kasasi;

2. memori kasas1 atau kontra memori kasasi, dalam’ hal perkara dﬂanjutkanf; e

ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan: tmgkai kasas:g
e. Tahap peninjauan kembali (PK) dengan melamplrkan paling sedzklt

1.surat permintaan/permohonan peninjauan kembah ( ) kepada_f-ﬁ S

pengadilan tingkat pertama; :
. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hulezum tetap,

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembah

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar blasa, dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembah

ABIETEN § SERDA f




(5) Bukti penanganan perkara sebagalm&ma dimaksud pada ayat (2) Suntukol o
tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara-_ ISR
meliputi: Lo '

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:

. permohonan;

. surat kuasa;

. surat pernyataan,;

. surat gugatan;

. registrasi perkara dengan nomor register;

. surat panggilan; D R
.surat penetapan pengadﬂan pada rapat permusyawaratan/ dtsmzssal_g; TeE
process; dan P
8. keputusan upaya administrasi terhadap kebgakan darz pegabat tata usaha e

negara, jika ada. It R
b. Tahapan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melamplrkan
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4, jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan; dan
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. S S
c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding,: dengan 1nelamp1rkan
1. akta baﬂdmg, SRS R
2. memori banding atau kontra memori band.mg, ciafiam hal perkarar'_i T
dilanjutkan ke proses upava hukum biasa; dan L : .
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadﬂan tmgkat ban(img
d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengaﬁ melampzrkaﬁ
1. akta kasasi; L PR
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dalam haE pez kara dﬂanjutkan
ke proses hukum biasa, dan e e
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadﬂan tmgkat kasa31 Rl
e. Tahap peninjauan kembali, dengan melamplrkan IR R
1.surat permintaan/permohonan peninjauan l{embah (PK) 1<:epada} A
pengadilan tingkat pertama; R
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatm hukum tetap, i
3. memori peninjauan kembali atau . kontra memori ‘peninjauan - kembah
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum: luar bzasa c‘ian
4. salinan putusan atau petikan putusan penmjauan kembah

IR W e

Pasal 21

{1} Standar biaya Bantuan Hukum disesuaikan dengan 'éahapan penangaman
perkara yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebaga:imana dlmaksud '
dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

(2) Standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada aya’t (1) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tldak terpzsahkaﬁ dem Peraturan i
Gubernur ini. L

Pasal 22

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memb1dang1 Hukum dan Hak Asas:t
Manusia melakukan pencairan dana penanganan. perkara seteiah menyetu;;m; P
permohonan pencairan dana yang disertai dengan iaporan kegiatan darl Pemben'-.ﬂf%
Bantuan Hukum. - o
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BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23 ' :

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajlban daiam ﬁ

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dikenakan Sanksi Administr, atlf bempa '
a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis. : L

c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima- yang bersumber .

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.” '

Pasal 24

(1) Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
23 huruf a diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak
melaksanakan kewajiban:

a. melaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang. membzdangi; :
Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan program Bantuan Hukum:f”

bagi masyarakat miskin; dan/atau

b. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan .pemnda:ag'~ _' 8

undangan.

(2) Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) L |

diberikan hanya 1 (satu) kali.

(3} Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti teguran Izs&n sebagazmana-

dimaksud pada ayat (2). L
(4} Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asa31 Manus:ta

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenaz pemberian ke -

sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 25

(1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana d1maksud dalam -

Pasal 23 huruf b diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tldak | '_";ﬁ :

melaksanakan kewajiban: -
a. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan unmk pemberlan'_' :

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan

perundang -undangan; 1
b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang d1peroleh-.é

dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang*'_.f_'-__ .
ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan k;etentuan peraturanf L

perundang-undangan;

¢. menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat _' .' :
ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya tegulan 118&11,'.'_ -.‘ -

dan/atau

d. menjalankan kewajiban lain sesuai Kketentuan peratuzan ' perundang—'

undangan. i
(2} Jangka waktu antara Sanksi Administratif berupa teguran lisan deng&n ieguran 3
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitu 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat‘f e

(1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu antara: teguran“_
tertulis pertama dan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja. L




(4)
(5)

Pemberi Bantuan Hukum Wa_llb menindaklanjuti i:eguraﬂ tertuhs sebaga&mana SR

dimaksud pada ayat (3). iR
Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menindaklanjuti ieguran tertuhs e
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diperbolehkan untuk memberzkan-_ :

Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Gl

Penyelenggaraan Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun. ST
Perangkat Daerah vyang membidangi Hukum .dan Hak Asasz ManuSla .

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenal pembenan' A

sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

Sanksi Administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang g !
telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daeralh
ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ dlberlkan

kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban: o
a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum

berdasarkan syarat dan tata cara yang: ditentukan dalam peraturanf‘r‘f;;':_'-'_
perundang-undangan sampai perkaranya  selesai daﬂ/ atau teiah memﬂ:klf.‘;'_ Sl
kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang - sah secara hukum, FESEI

dan/atau

b. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraiuran pemndamg— g8 s

undangan.

Pemberi Bantuan Hukum yang dikenakan sanksi admmmtmﬁf sebagalmana_"_' : .
dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan semua dana Bantuan® Hukum '
vang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapat:m dan Bela_n}a.-:_ig B

Daerah ke Kas Daerah.

Pemberi Bantuan Hukum vang tidak melaksanal{an kewaﬁban'-:f:-_?'_
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai ketentuam pelaturanf’f{ e

perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menmdaklanﬂm kewa;zban S@bagmmana'f 3
dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan untuk memberikan Bantuan e
Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang_:--_:_._ L

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk selamanya.

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum - dan Hak AS&SI Manuma_f{ EoRa
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengeneai pembena.n S
sanksi administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang =
telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapataﬂ dan Bela:n}a Daerah

ke Kas Daerah.

Pasal 27

Pemberian Sanksi Administratif berupa teguran lisan . dan | tézgufaﬁ iertuhf; : :
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dﬂakukan oleh Kepala_-jﬁ' SR

Biro yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mekanisme pengembalian semua dana Bantuan Hukuin yang ’Lelah di‘t&!‘i‘ﬂka'
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela:nga. Daerahy’ ke. Kas' Daezah: S
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan- ses:ual keten’cuan;- e

peraturan perundang-undangan.

FARG | PERAMGEAT DANRAN | ,oroteni |  smEDA |
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. _ :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 5
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat. '

Ditetapkan di Pontianak o
pada tanggal 7| Az@%ﬁ'zﬁ%ﬁ% ;&f?w@#?@f __

FOUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{lf>

Diundangkan di Pontianak (
pada tanggal %1 ﬁgﬁﬁéﬁf% ¥y

Pih.
NPRY

s

SEKRETARILS DAERAH
VINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR V%% =




LAMPIRAN 1 o

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13:#TAHUN 2021 . e o
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN. PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG" PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN H’UKUM SECAKA 3.:1_';'1"1_*"1_'(}&8{7;--3'.1'}_.{'.5" e

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PENANGANAN
PERKARA SECARA LITIGASI ' '

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap

Jenis Kelamin

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan- I—Iukum penanganan pelkara
secara litigasi atas perkara Saya dengan nomor perkara ... el
Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagal be1 11«:ut e

...................................................................................................

R R I R R T T T U T R R

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melamplrkan
a. Fotokopi Identitas Diri; :

b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara

c. Surat Keterangan Miskin; dan =

d. Surat Kuasa (apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya)




LAMPIRAN II .

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {%TAHUN 2021 | SR EENE I
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PRO\JINSI KALIMANTAN N R
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENY}ELBNGGARAAN BANTUAN I—IUKUM R

FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUANZHUKUM’f o

Nama Lembaga/Organisasi Banﬁia'n Hukum o
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atan Website'

Nomor: Kepada S
Sifat : ' Yth., Gubernur Kahmantan Barat
Lampiran u.p Kepala Biro Hukum -
Hal : Permohonan Dana Sekretariat Daerah Pr Dvms1
Bantuan Hukum Kalimantan Barat -
Di-
Pontianak

Dengan hormat, Cinra
Sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum jy*ang dzserahkan kepad' SR N
kami pada tanggal ............eeeeee, dengan Pemohon Ban‘man Hukum yamg memﬂlka L
identitas sebagai berikut: T :

Nama lengkap
Tempat, tanggal lahir
Alamat lengkap
Nomor kartu identitas

---------------------------------------------------------------------------

R AR N R R N L T )

L R R R R R e i X N T

-----------------------------------------------------------------------------------

memohonkan

intinya

Baniua;i Hukum

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami:
Nama Organisasi Bantuan Hukum
Alamat Organisasi Bantuan Hukum
menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang d1smnpaﬂ;a :
Bantuan Hukum dan memohon Gubérnur Kalimantan Baz at’ dapat membenkan dana’
Bantuan Hukum atas permohonan tersebut. S

.......................................................

..........

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami Iamplrkan [ L T

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebageu Iembaga Bantuan :
Hukum terakreditasi; SR i

2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Ba:ntuan Hukum ' ey

3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang: berasal dam APBN e
APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau. APBD Peme mtah Daerah"-_g_._ Cee
Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan dibemkan, R S

4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan =~ ' i 2

5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Banman F Iukum atau Dokumen’-
Pengganti Surat Keterangan Miskin. : S

Atas perkenannya, diucapkan terima kasih.
Pimpinan Organisasi Bantuan Hulum, .
C1td & Sfémpeif-:; : S

( ----------------------------- EF R R TR ) :

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT @




LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR % %TAHUN 2021

TENTANG ~PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI -

KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN :
BANTUAN HUKUM

FORMAT PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jalan A. Yani Pontianak Kode Pos 78124
Telp {(0561) 736541 Fax 730062

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI ORANG MISKIN TAHUN ANGGARAN ...

antara

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

dengan
(PEMBERI BANTUAN HUKUM)
Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami- yang i
bertanda tangan di bawah ini: - L

I. Nama .
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Alamat s Jalan A. Yani Pontianak Kode Pog 78124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemermtah PI'OV“IHS?. S RN

Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

lI. Nama

Jabatan : Direktur/Ketua {Pemberi Bantuan Hukum .............)
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama {Pemberi Bantuan Hulkum . o

...J,selanjuinya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama seimjumya, dzsebut o
PARAPIHAK terlebih dahulu mengelaskan

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Ang aran pada.':

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan R
b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberz Banman v

Hukum yang lulusverifikasi dan akreditasi periode tahun .. berdasarkan”;f ;.
Keputusan MenteriHukum dan HAM RI Nomor ....Tahun dengan sta‘sus' S

akreditasi ...

PIRANGEA




Dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan perundaii’g«iindaﬁgéh o

sebagaiberikut;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan .Hukuiﬁ S

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); .
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer mtahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagajm'ana telalh

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu_'n _
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .

2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor o

6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan ’f{‘ata Cara _
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hulum SREN
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Leimbaran Negara o

Nomor 5421});

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentaig Pengelolaan_-.
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 .

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Iﬂdonema Nomor
6322); |

o. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang a‘tau' L
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun =~

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 -

tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Leﬁdbaran”- Negara.i_{,_ |

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 teﬂtang Pedoman o
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu’blik Inéﬁonesza:' R

Tahun 2020 Nonior 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan’ I_
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nommjj_.

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantu'an
Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomm L

2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Noior 2); -

g, Peratuzan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susx,u:tlzau‘k:__"E o
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat. Daerah Provinsi -~ 5
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ’I‘ahun 2019_ i

Nomor 78); dan

10. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaam L

Peraturan Daerah Provinsi Kahmantan Barat Nomor 2 Tahun: 202} tentaﬂg

Penyelenggaraan Bantuan Hukum(Berita Daerah Provingi Kahmantan' 5

Barat Tahun ... Nomor ...}.

dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK Sepakat untuk membua‘c _'

menandatanganiPerjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagl Ora.ng pRers

Miskin Tahun Anggaran ..., dengan ketentuan sebagai berilkut:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pembem Bantuan g g B

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

HARG » %:mzéa}mf DARRAH g
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10.

(2)

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pemberian Banman Hukum L1t1gas1_:_:r-""_:_;"._"§"__' i

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau ofgmnéasz S

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan' '
ketentuan peraturan perundang-undangan : :
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Grang mrtskm

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Huku_m_ yfuﬁg’ e = |
diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa - .
Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk membenkml Bantuan‘lz-___'. L

Hukum.

Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tzap t&hun oleh-_.: i

Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan: Hukum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Aﬂggaran Pendapatah e TR

dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Hari adalah hari kerja.

Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktmtas Pemberi__-i_._._____. R
BantuanHukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum -
kepada PenerimaBantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan R

perundang-undangan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau e
perilakuPemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau‘;_-__: o

insidental.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan: pembeman Bantua.nf ) :_' .
Hukum daripemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan*:-__.ﬂ_p.:;i-:fj RN
standar Bantuan Hukum danstandar pelaporan pengelolaan alaggaran"._:_.

Bantuan Hultum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

 Pasal 2

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan Bantuan' i
Hukum yangpenganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapataﬁ dan R

Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian Pembeman Bantuan:{"ff-' : L
Hukum kepadaPenerima Bantuan Hukum dan penyaluran DanaBantuan'_' S

Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi. Kahmantem }Ba‘z a‘L

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 3

dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau TataUsahsa Negara, pada iahap
a. Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;

b. Persidangan di Pengadilan Tingkat I;

c. Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau

d. Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi.

BAB 1V
HAK DAN KEWAJIBAN

- Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

Kamo PRERAHGHAT DABRAN
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a. PIHAK KESATU
1. Hak: ; '
a) menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/ atau A A
mempublikasikandokumen hasil Pemberian Bantuan Hukum dan e e
b} memberikan  rekomendasi  sanksi  apabila PIHAI{ KEDUA"_'_Z S B
melakukanpelanggaran terhadap perjanjian ini. : L
2. Kewajiban: ' B RS I
a) menyalurkan anggaran/ ciana pelaksanaan Bantuan Hukum ya_ng akan B SO
dilaksanakanoleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebz}al{an pemej mtah';'._. SR B
dan ketentuan peraturanperundm&g—undangan ' AR
b} memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Hukum berdasarkan'i_ O
hasilpekerjaan (pemberian Bantuan Hukum) yang telah cillaksanakan SRS
oleh PIHAK KEDUA,; dan : o
c} melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi 'p'elaksanaari -
Bantuan Hukum. ' e
b. PIHAK KEDUA
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan dana Fembeman Bantuan_?'_‘ L
Hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasﬂpekerjaan (Pemberlan'-_f'ﬂ- S i
Bantuan Hukum) yang telah dilakukan. _ L
2. Kewajiban: : ' S SN Bt
a) memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penemma Bantuan_f--_;_ﬂ_-:-;_-."__' e
Hukum dengan sebaik- ba:knya dalam ruang hng}.{up pekeljaan yang-'_; S B
diatur dalam Perjanjian ini; SRR R
b) memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran / Dana Bantuan; LR
Hukum secaraakuntabel kepada PIHAK KESATU . sesua:{ dengan'._"._ S
ketentuan peraturan pemndaﬁgmndangaﬂ dan o R R
c) mengajukan kelengkapan dokumen pericairan anggaran / DanaBantuan LA PR
Hukum yangdisampaikan kepada PIHAK KESATU pahng lambat 14’5-:_' LA
(empat belas) harisetelah pekerjaan selesai pada: setzap tahapan proses'; ET O R
beracara. - :

BAB V |
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5 ' e
(1} PIHAK KESATU menyalurkan anggaran/ DanaBanman Hukum kepa.da R
PIHAK KEDUA untukmelaksanakan pemberian banman hukum kepad
Penerima Bantuan Hukum. S
{2) Rincian besaran anggaran/ DanaBantuan Hukum sebawazmana damal«:sud s R
pada ayat (1), sesuai dengan Standar Biaya Bantuan Hukum yang telah - =
ditetapkanberdasarkan RKA-KL dalam DIPA Sekzetamat Daerah Promnsr i
Kalimantan Barat tahun anggaran . A
(3) Pemberian anggaran/ DanaBantuan Huk‘um sebag&1mana dzmaksud pada._"{}_':_ﬂ-;., L
ayat (1), dzbenkansepamang PIHAK KEDUA tidak sedanﬂ dikenakan sanksx-’“r B

Hukum dan/atau penyalurananggaran/Dana Bantuan Hukum. "~ 5 R
(4) Penyaluran anggaran/DanaBantuan Hukum  litigasi sebagazmanafﬂ;j_3.';'_- S
dimaksud pada ayat (1)tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA -
untuk tetap memberikan bantuanhukum kepada orang misian secara'_'

probono.
BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6
(1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ... dan berakhn pada
B e i |




(2) PIHAK  KEDUA  dapat mengajukan  permohonan  pembayaran

anggaran/DanaBantuan Hukum tahun anggaran ... kepada PIHAK
KESATU sejak bulan ... sampai denganmasa berlaku Perjanjian ini
beralkhir.

(3) Dalam hal batas waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada
tahun berikutnya.

(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun
anggaran ... hanyadapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan
pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran ....

{5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan
dengansyarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelumnya sudah
dibayarkan pada tahun anggaran ....

Pasal 7

{1} Pembayaran anggaran/DanaBantuan Hukum untuk perkara pada tahun
anggaran ... yangberlanjut tahun ... hanya dapat dilakukan terhadap .
perkara yang tahapan pemberian Bantuan Hukumnya berlanjut pada
tahun anggaran ....

{2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan .
dengan syarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelummya sudah
dibayarkan pada tahun anggaran ....

(3} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Tahun
Anggaran... dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun ... yang telah
ditetapkan untukmasing-masing Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pendampingan perkara Litigasi yang dilaksanakanoleh PIHAK KEDUA antara = - |

tanggal ... sampai dengan tanggal ... tetap dapat dilakukan secara proborno =
tanpa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIl
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Dana ‘Bantuan S
Hukum kepada PIHAKKESATU berdasarkan persetujuan dari Kepala Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. L
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan-
pemeriksaankelayakan dokumen tagihan sebagai dasar pembayaran atas
kegiatan Bantuan Hukumyang telah dilaksanakan (reimbursement). o
(3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
dan (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn. '

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA'

dilaksanakansecara langsung (L8} keNomor Rekening Bank atas nama a

PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan danmekanisme yang berlaku.
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BAB VIII
SANKSI

Pasal 10 .
(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dxlakukan oleh AR BE

PIHAK KESATUterdapat pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA,maka PIHAK KESATU - dapat =
merekomendasikan kepada instansi yang  berwenang _un‘zu_l{” o
memberikansanksi kepada PIHAK KEDUA berupa: '
a. penurunan akreditasi;dan/atau
b. pencabutan status akreditasi.

{2} Pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersifat pldana d1ber1han
sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundaﬁg—undangan ' :

BAB IX
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 11 SRR R
{1} PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau I{egagalam SR I
dalammemenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tzdak 1angsung,-_}“ FREIE B ns
dikarenakan oleh keadaankahar (force majeure). T
(2) Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaaﬂ di Iuar
kendali dankemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran LRI
yang tidak disengaja,banjir, pemogokan umum, perang (dmyatalxan atau S
tidak dinyatakan), pemberontakan,revolusi, makar hum hara dem/ atau:-’.l' —_
terorisme. SR S
(3) Jika PARA PIHAX tidak dapat melaksanakan peke:rjaan berdasafkan e
Perjanjian inikarena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure maka*f BOE BT
Pihak yang mengalamiForce Majeure harus memberitahukan secara’
tertulis kepada pihak lainnya dalam Waktupalmg lam‘ba‘t 14 (empat be‘ias) i
hari setelah terjadinya Force Majeure. B (et
(4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA{_-;TT.*
sebagai akibatterjadinya Force Majeure bukan merupakan ianggung }awab T B
PIHAK KESATU, demikianpula sebaliknya.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12 SRR PR AR RS R

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tunduk sepenuhnysa rnenglkutl peraturan N e
perundang-undanganyangberlakudilndonesia, e

(2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang “i:zmbul darf, atau
sehubungandengan pelaksanaan Perjanjian ini  sedapat - mungkin KR L
diselesaikan secara musyawarahuntuk mufakat serta ai{an dgadﬂ{an I
sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaranber ikutnya. A

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak. berhasﬂ Sy
maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ciengan I{etﬂntuml L
peraturan perundang-undangan.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 o

{1} Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam: 1angkap' _'
2 (dua) di ataskertas bermeterai cukup yang masing-masing mermpunyai
kekuatan hukum mengikatyang sama.

(2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian dibebankan kepada-j '
PIHAK KEDUA. _

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian L
atas dasarkesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan
{addendum} sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan dam Perjanjian
ini. :

(4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturanf :
kebijakan terkait Bantuan Hukum maka Perjanjian ini secara - lahgsung =
mengikuti peraturan perundang- undangandanperaturankehzgakantersebut

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

................................................
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7% TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG FENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

No.

Uraian

Satuan

Biaya (Rupiah)

2

3

4

Perkara Pidana
a. tahap penyidikan

b. tahap penuntutan

c. tahap persidangan (sampai
putusan} di Pengadilan Tingkat
Pertama

d. tingkat Banding

e. tingkat Kasasi

OBH/Penanganan
Perkara
OBH/Penanganan
Perkara

OBH/Penanganan

Perkara

OBH/Penanganan:

Perkara

OBH/ Penanganaﬁ-

Perkara

1.000.000,- -

3.000.000,-

2500000,- e

Perkara Perdata
a. tahap mediasi

b. tahap persidangan (sampai
putusan] di Pengadilan Tingkat
Pertama

c. tingkat Banding

d. tingkat Kasasi

OBH/ Penanganah
Perkara

OBH/ Peﬂanganén |

Perkara

OBH/Penanganan-

Perkara
OBH/Penanganan
Perkara

3.000.000,- |
2500000,~ ',i.f{ T

Perkara Tata Usaha Negara

a. tahap pemeriksaan
pendahuluan

b. tahap persidangan {(sampai
putusan} di Pengadilan Tingkat
Pertama

c. tingkat Banding

d. tingkat Kasasi

OBH/ Penangaﬁaﬁ

Perkara

OBH/Penanganan

Perkara

OBH/Penanganan
Perkara

OBH/ Penangarﬁazi f

Perlkara

13.000000- |

2500000 |

| 2500000,- e
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